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	ABSTRACT
	
	ARTICLE HISTORY

	Indonesia's tropical peatlands, spanning 21 million hectares, are vital for biodiversity, carbon storage, and climate regulation but face threats from land conversion, resulting in degradation, fires, and floods. Peatland fires cause severe environmental, economic, and social impacts, including biodiversity loss, air pollution, and greenhouse gas emissions. Despite regulations like UU No. 32/2009 and PP No. 71/2014, enforcement remains weak due to regulatory gaps and stakeholder conflicts. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) to evaluate legal frameworks, enforcement, and local wisdom in preventing peatland fires. Findings highlight the need for stronger laws, better enforcement, and community involvement to achieve sustainable peatland management and resilience
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Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang memiliki gambut tropis terluas di dunia dengan prakiraan luas 21 juta hektar (agus & subiksa 2008). Sebagian besar lahan dan hutan gambut tersebut terdapat di pulau kalimantan, sumatera dan papua. Gambut merupakan material organic yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan, rerumputan, lumut dan jasad hewan yang membusuk sehingga memiliki bahan organik yang tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energy. Gambut memiliki karakteristik yang unik, gambut itu lunak dan mudah ditekan, kandungan air dalam gambut bisa dipaksa untuk keluar dan bila kering dapat menjadi bahan bakar sumber energi, sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah, habitat fauna dan flora, pengatur hidrologis dan penyimpann karbon sehingga dapat berperan sebagai pengendali perubahan iklim global. Banyaknya kebermanfaatan dari gambut menyebabkan lahan gambut dimanfaatkan untuk konversi lahan berbagai kegiatan seperti kegiatan pertanian, kehutanan, perkebunan, pemukiman dll. Kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan pada lahan gambut seperti menurunnya muka air gambut sehingga pengeringan lahan gambut, turunnya lahannya dan intrusi air laut yang menimbulkan kebakaran dimusim kemarau dan banjir dimusim hujan serta bencana hidrologis lainnya.
Kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya dengan karakter yang dimiliki gambut maka kebakaran yang terjadi memiliki durasi waktu yang lama dan cakupan kawasan yang luas. Akibatnya berdampak besar bagi kehidupan dan keseimbangan ekosistem, diantaranya dampak lingkungan yang mencakup kebakaran hutan dapat mengurangi keanekaragaman hayati dengan rusaknya habitat flora dan fauna; sebagai penyimpan karbon, gambut yang rusak dan terbakar akan menyebabkan gambut melepaskan co2 dan meningkatkan gas rumah kaca serta perubahan iklim global; degradasi lahan karena gambut rusak dan kehilangan bahan organic dan kandungan hara dalam tanah; dan asap yang dihasilkan dari prsoes pembakaran akan emnyebabkan pencemaran udara dan menyebabkan penyakit ispa, iritasi mata dan kulit serta menyebabkan menigkatnya risiko penyakit kronis jika terpapar dalam waktu panjang.
Selain itu, ada pula dampak ekonomi berupa banyak dan luasnya kebakaran hutan dan lahan gambut menyebabkan biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan juga akan besar serta tergganggunya kegiatan ekonomi, transportasi dan kegiatan industry karena kabut asap yang terjadi. Selain itu adanya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akan merusak lahan pertanian, perkebunan, kehutanan serta pariwisata dan menyebabkan kerugian finansial. Dampak sosial seperti adanya kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan kegiatan pembukaan lahan gambut dengan cara membakar yang tidak memiliki izin resmi dan memicu konflik kepentingan antar pihak yang berkepentingan, bisa dari pihak pemerintah, pemilik usaha dan masyarakat lokal yang ada di sekitar lahan gambut. Bencana kebakaran juga akan berdampak adanya pengungsian masyarakat terdampak yang khususnya di sekitar lahan terbakar. Selain itu kabut asap hasil pembakaran juga menggangu aktivitas sekolah sehingga kegiatan pembelajaran ditiadakan. Di sisi lain, dampak global kabut asap kebakaran yang terjadi terkadang bisa menyebar sampai ke negara tetangga yang dapat menimbulkan masalah diplomatik antar negara terdampak. Dan juga menyebabkan perubahan iklim global.
Pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukkannya telah menyebabkan banyak kerugian terutama kerusakanekosistem gambut (yungan & saharjo, 2014). Pemerintah melakukan berbagai koreksi kebijakan dalam perlindungan ekosistem gambut dengan melihat bahwa penyelesaian persoalan hutan dan lingkungan kini harus dilihat sebagai satu kesatuan penataan bentang alam atau landscape (humas klhk, 2020). Sanksi hukum dan sanksi adminitrasi juga terbukti tidak berhasil menekan terjadinya kebakaran di lahan gambut dalam areal konsensi (asteriniah & sutina, 2018). Bencana kebakaran lahan gambut merupakan permasalahan lingkungan yang sudah diatur dalam undang-undang (uu) nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari pasal 15 sampai pasal 97, uu nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, serta peraturan pemerintah dan daerah yang mengatur tentang pengendalian dan sanksi bagi pelaku karhutla.
Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan seperti pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy). Namun dengan adanya uu dan peraturan tersebut implementasi dan penegakan hukum di lapangan optimal dengan masih banyaknya bencana kebakaran setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan adanya kelemahan dalam regulasi dan implementasinya dilapangan baik dari penegakan hukumnya ataupun sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Adanya konflik kepentingan antara pihak pemerintah serta kurangnya pengawasan dilapangan karena terkadang lahan gambut yang terbakar berada dilokasi yang terpencil. Untuk itu tujuan dari peneltian ini adalah bagaimana pentingnya penegakan hukum mengahadapipermasalahan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan studi kasus kebakaran lahan dan hutan gambut di indonesia. Bagaimana penerapan hukum perlindungan sumber daya alam dan lingkungan di lapangan, bentuk penegakan hukum di lapangan dan peran pentingnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka dengan dilator belakangi rumusan masalah itulah penelitian ini dilakukan

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review (slr). Pendekatan slr yang memungkinkan identifikasi jurnal secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditentukan. Langkah awal dalam metode ini adalah menentukan objek penelitian, yang dalam konteks ini adalah tinjauan perlindungan hukum di indonesia studi kasus kebakaran hutan dan lahan gambut. Langkah berikutnya dalam metode slr adalah merumuskan pertanyaan penelitian (research questions/rq) berdasarkan kebutuhan topik yang dipilih. Dalam penelitian ini, terdapat lima pertanyaan utama yaitu bagaimana analisa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan gambut di indonesia (rq1), apa tantangan utama dalam pengakan hukum terhadap pelanggaran kebakaran hutan dan lahan gambut (rq2), bagaimana peran hukum adat dan kearifan lokal dalam menunjang regulasi formal untuk mencegah kebakaranhutan dan lahan gambut di indonesia (rq3), bagaimana prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum untuk melindungi ekosistem gambut di indonesia (rq4), dan apa rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan berdasarkan hasil kajian literature untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan gambut di indonesia (rq5).
Tahapan selanjutnya adalah seleksi dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang mencakup artikel diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2024, artikel yang ditemukan melalui penelusuran artikel google scholar melalui aplikasi publish or perish (pop), dan artikel yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan gambut serta kebijakan hukum perlindungan gambut di indonesia. Dari hasil penelusuran dengan kata kunci “kebakaran hutan dan lahan”, lahan gambut”, “hukum perlindungan gambut”, “kebijakan pengelolaan gambut”, penulis menemukan 24 artikel terkait valuasi nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan di kawasan mangrove dan selanjutnya melalui kriteria inklusi dan ekslusi didapat artikel yang akan direview lebih lanjut dengan menganalisis lebih dalam dari judul, serta abstrak yang disesuaikan dengan topik penelitian yang diambil. Setelah disaring ditemukan inklusi dalam rentang waktu 2020-2024. Pada proses seleksi dilakukan dengan meninjau abstrak, metodologi dan hasil dari penelitian yang relevan. Hasil seleksi artikel akan dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengeindentifikasi terkait tema kebakaran hutan dan lahan gambut, peninjauan hukum perlindungan gambutnya di Indonesia


Hasil dan Pembahasan
Hasil 
Dari 24 hasil pencarian artikel yang relevan dengan topik penelitian yang akan ditulis diperoleh 10 artikel yang memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 1. Artikel yang memenuhi kriteria research questions (rq) inklusi
	No
	Penulis, nama jurnal
	Judul
	Tujuan penelitian
	Hasil penelitian

	1
	Myrna a. Safitri. 2020. Bina hukum lingkungan.
Vol 4(2)
	Sinergi adaptasi kearifan lokal dan pemberdayaan hukum dalam penanggulangan kebakaran lahan gambut di indonesia
	Mengetahui relevansi pemberdayaan hukum rakyat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di areal rawan terbaka dan mencari kaitan antara pemberdayaan hukum dengan pendampingan pertanian yang dilakukan

	Pembakaran lahan untuk pertanian tradisional di lahan gambut perlu didefinisikan ulang. Uupplh memberi izin bagi dilaksanakannya pembakaran atas dasar kearifan lokal. Dan batasan terkait maksimum luas lahan yang dapat digunakan (2 hektare), serta keharusan membangun sekat bakar. Dengan memperhatikan kondisi sdal.

	2
	Muhammad ichsan kabullah, hendri koeswara, didi rahmadi. 2020. Jurnal adminitrasi dan kebijakan publik. Vol. 5 (2)
	Alienasi kebijakan anggaran provinsi riau dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
	Mengkaji sejauh mana alienasi kebijakan anggaran terjadi dalam apbd provinsi riau khususnya terkait lemahnya penganggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan
	Anggaran yang rendah dari apbd untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla yang dampaknya luas serta terjadinya alienasi sehingga menyebabkan ketidakbermaknaan dan ketidakberdayaan bagi pengambil kebijakan.



	3
	Erlina, muhammad ananta firdausb, nika romadillac, rahmad ihza mahendra, 2021. Jurnal ilmu hukum. Vol. 10(2)
	Implementasi restorasi lahan gambut melalui penyusunan peraturan desa
	Mengetahui penerapan restorasi lahan gambut dengan menyusun peraturan desa
	Masyarakat dapat dalam pengembalian fungsi lahan gambut melalui penyusunan peraturan desa dengan keterlibatan seluruh komponen/ unsur yang ada dimasyarakat melalui pengembangan kesadaran bersama akan pentingnya pemeliharaan dan pemulihan ekosistem gambut. Agar partisipasi masyarakat bisa berjalan dengan baik, harus dipastikan bahwa rancangan peraturan desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa.


	4
	Ahmad khairul fajri, rio jitu manangan, nanda elok juwita, dan reyden fide armanda, 2023. Jurnal hukum vol.9 (2) 
	Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terhadap pencegahan karhutla di kalimantan barat
	Untuk mengetahui perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terhadap pencegahan karhutla
	Hukum lingkungan berperan penting dalam pengelolaan lingkungan, khususnya melalui penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bertujuan untuk melestarikan fungsi gambut dan mencegah kerusakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.


	5
	Ridho mubarak, alvi syahrin. 2022. Jurnal mercatoria. Volume 15(2)
	Efektivitas hukum terhadap pidana tambahan sebagai upaya pemulihan lingkungan akibat kebakaran lahan
	
	Penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan akibat kebakaran lahan dan efektivitas hukum terhadap pidana tambahan dalam upaya pemulihan lingkungan hidup

	
	
	
	
	

	6
	Afni z., triono d. H., & vita amelia (2021). Jurnal analisis kebijakan kehutanan vol. 19 (2)
	Kebijakan perlindungan ekosistem gambut di indonesia: pengendalian kebakaran hutan dan lahan pasca 2015
	Menelaah kebijakan perlindungan ekosistem gambut di indonesia, dan melihat gap atau permasalahannya dalam upaya pengendalian karhutla sebelum dan jurnal analisis kebijakan kehutanan vol. 19 no. 2 november 2022: 71-84 sesudah kejadian tahun 2015

	Sebelum tahun 2015 pemanfaatan gambut lebih dominan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka setelahnya orientasi kebijakan lebih mengarah pada pemanfaatan gambut berkelanjutan.

	7
























8










9








10
	Anika ni’matun nisaa, suharnob (2020). Jurnal bina mulia hukum, vol 4 (2)




















Ratu sheebakayla (2024). Savana: indonesian journal of natural recources and environmental law. Vol 1(2).


Yulian azhari, ghazali, muhammad abduh, ryaniraffiyadita (2022). Jurnal pengabdian mandiri. Vol 1(2)

Sylvina rusadi, nina yuslaini (2021). Jurnal niara. Vol 14 (2).

	Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia
















Penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan






Analisis pestles pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di provinsi riau, indonesia



Prinsip good environmental governance oleh pemerintah kabupaten siak (studi kasus kebakaran lahan gambut di kecamatan dayun)
	Mengkasi dan menganalisis, bagaimana hukum lingkungan hidup, bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan, dan pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan












Menganalisis peran stakeholder guna menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di provinsi riau melalui analisis pestles

Mengetahui sejauh mana prinsip good environmental governance dapat diterapkan oleh pemerintah kabupaten siak dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan good environmental governance oleh pemerintah kabupaten siak
	Pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan dapat mengalami perubahan sebagai agenda dalam mengatasi berbagai kemerosotan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunanberkelanjutan. Salah satu langkah dalam agenda tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan.












Pemerintah indonesia terus memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini, meskipun tantangan besar masih dihadapi terkait penegakan hukum di lapangan dan kepatuhan pelaku terhadap regulasi yang ada

Menjelaskan bagaimana semua pemangku kepentingan menjalankan jobdesnya dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut.



Menjelaskan 7 (tujuh) prinsip dalam menilai good environmental governance yang dilakukan pemerintahan siak dalam usaha pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.



Pembahasan
Analisa kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia.
Masih banyaknya terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut menunjukkan bahwa masih adanya kelemaham dalam penegakan hukum terkait kegiatan pembakaran hutan dan lahan gambut. Dalam konteks hukum di indonesia sebenarnya telah memeiliki banyak sekali aturan yang dibuat pemerintah dalam melindungi hutan dan lahan gambut, diantaranya uu nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.16/menlhk/setjen/kum.i/2/2017 tentang pedoman teknis pemulihan fungsi ekositem gambut menyatakan bahwa pemulihan fungsi ekosistem gambut merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi ekosistem gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula. Namun tetap saja masalah kebakaran hutan menjadi permasalahan yang vital karena selalu terjadi setiap tahunnya.
Menurut ratu (2024) dalam penelitiannya bahwa penegakan hukum lingkungan terkait kebakaran hutan harus dapat dilakukan secara optimal guna terciptanya lingkungan yang baik. Kesadaran hukum masyarakat untuk patuh terhadap perundang-undangan dapat meningkat apabila penegakan hukumnya dilakukan secara tegas dan harus dapat memberikan efek jera sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya terjadi kerusakan ekosistem gambut sendiri disebabkan oleh ulah manusia, dalam hal ini terdapat perusahaan-perusahaan yang masih melakukan pelanggaran, hal ini disebabkan oleh minimnya akan kesadaran hukum dan dampak dari perbuatan tersebut, maka pentingnya penegakan hukum bekerja dalam mengatasi permasalahan ini, agar hal sedemikian tidak terjadi lagi, peran seluruh stakeholder disini sangat diharapakan untuk bekerja sama dalam hal melaksanakan ketertiban dan melakukan pengawasan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (fajri dkk,2023).
Dalam penelitian erlina dkk (2021) didua desa propinsi kaliamntan selatan, adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat desa maka diperlukan upaya-upaya penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan restorasi lahan gambut, dimana dalam penyusunan peraturan desa tersebut, selain berorientasi pada kearifan lokal masyarakat desa, diperlukan banyak masukan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam penyusunannya, agar peraturan desa yang dibentuk dapat berjalan secara optimal.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kebakaran hutan dan lahan gambut
Dalam hal ini ada beberapa factor yang menjadi tantangan atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kebakaran hutan dan lahan gambut di indonesia yaitu kelemahan dalam regulasi, penjabaran definisi dan penerapan hukum dilapangan yang masih tidak konsisten dan jelas, masih lemahnya sanksi bagi pelaku pembakaran lahan hutan serta kurangnya pengawasan di lapangan apalagi jika lokasi kebakaran hutan dan lahan gambut yang lokasinya jauh dan terpencil. Selain itu banyaknya konflik kepentingan yang terjadi di lapangan misalnya antara pihak pemerintah dan swasta serta kurangnya koordinasi antar berbagai stakeholder.
Dalam penelitian azhari dkk (2022) terkait bagaimana stakeholder di provinsi riau saling berkoordinasi dalam upaya mengatasi bencana kebakaran yang kerap terjadi di riau dengan menggunakan analisis pestles didapat bahwa tugas dari segala perangkat daerah yang dimiliki di provinsi riau telah lengkap dan hanya diperlukan kerjasama yang baik antar sektor dan menghindari ego sektoral yang sering terjadi di daerah sehingga koordinasi sebagai aksi tanggap menjadi kunci yang tepat untuk mencegah terjadinya kejadian kebakaran hutan dan lahan selain itu pemerintah selalu melakukan koreksi kebijakan dan koreksi aksi di lapangan perlindungan ekosistem gambut untuk upaya pengendalian karhutla dengan mengedepankan upaya pencegahan dan penegakan hukum.
Jika sebelum tahun 2015 pemanfaatan gambut lebih dominan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka setelahnya orientasi kebijakan lebih mengarah pada pemanfaatan gambut berkelanjutan. Jika sebelum tahun 2015 penanggulangan karhutla lebih dominan berorientasi pada kerja pemadaman, maka setelah tahun 2015 arah kebijakan pemerintah mengedepankan upaya pencegahan, terutama menjaga agar lahan gambut tetap basah. Selain juga perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat untuk ekosistem gambut. Kebijakan pemerintah pasca 2015, juga disertai dengan pelibatan masyarakat melalui perhutanan sosial. Orientasi utamanya adalah keseimbangan antara menjaga stabilitas ekonomi sektor kehutanan, sekaligus menjaga kualitas lingkungan (afni dkk, 2021). Pemerintah juga harus menyiapkan dana yang besar untuk melakukan tindakan pencegahan, pemadaman ataupun kegiatan pasca kebakaran untuk memulihkan kembali kerusakan ekosistem lahan gambut agar lebih optimal, minimnya pendanaan dapat menyebabkan mitigasi dan adaptasi bencana kebakaran akan lamban terselesaikan seperti dijelaskan dalam penelitian kabullah dkk (2020), minimnya dukungan apbd provinsi riau terhadap program pencegahan dan pengendalian karhutla menunjukan terjadinya alienasi/ keterasingan.
Hal tersebut terlihat dari ketidakberdayaan dan ketidakbermaknaan dimata pengambil kebijakan. Ketidakberdayaan terlihat dari inferiornya isu kebakaran hutan dan lahan baik dari strategis, taktis, dan operasional. Dari sisi strategis, aturan/ regulasi yang ada seringkali tidak menjadi panduan dalam penyusunan program/ kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan memang menjadi peran kunci dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut seperti dijelaskan rusadi & yuslaini (2021) dalam penelitiannya pada pemerintahan kabupaten siak menunjukkan bahwa penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah kabupaten siak sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan terlaksananya ketujuh indikator dari good environmental governancemenurut belbase dan berarti pemerintah kabupaten siak sudah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dalam memperhatikan lingkungan.



Peran hukum adat dan kearifan lokal dalam menunjang regulasi formal untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut di indonesia
Pembahasan mengenai hukum perlindungan hutan dan lahan gambut terkait kebakaran ini tidak akan terlepas dari masyarakat lokal yang berhadapan langsung dengan kawasan gambut dan menjadikan lahan gambut sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu terkadang kawasan gambut tersebut juga bagi masyarakat sekitarnya mempunyai nilai budaya yang memiliki sejarah panjang bagi mereka. Pasal 69 ayat (2) uu pplh seharusnya dilakukan. Artinya, diperbolehkannya pembakaran lahan sebagai ekspresi kearifan lokal tidak hanya melihat pada pembatasan lahan dua hektare, dilakukan untuk menanam jenis varietas lokal dan dibangun sekat bakar, tetapi juga harus diikuti dengan adanya pengakuan hukum terhadap wkl dimana praktik itu berlangsung dan para pemangkunya. Hal ini penting untuk menegaskan jurisdiksi tanggung jawab.
Meskipun demikian, pada kondisi ekosistem yang rusak seperti pada sebagian lahan gambut di indonesia saat ini, maka semua syarat normatif terkait pembatasan pembakaran serta syarat pengakuan kearifan lokal yang disebut dalam uu pplh dan permenlhk p.34/2017 tidak lagi berlaku. Dalam penelitian safitri (2020) dijelaskan bahwa kearifan lokal juga penting memperhatikan kondisi lingkungan dan sumber daya alam, dimana kegiatan pembakaran biasa dilakukan. Karena kearifan lokal bertujuan juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, maka pada ekosistem yang rusak seperti yang menjadi target restorasi gambut, kegiatan pembakaran lahan tidak lagi dapat dilakukan. Patut kita ingat bahwa kearifan lokal adalah bentuk adaptasi masyarakat dan kebudayaan dengan kondisi lingkungan. Oleh sebab itu pada ekosistem gambut yang rusak diperlukan kearifan lokal baru.
Konsep kearifan lokal baru perlu dikembangkan untuk mendukung adanya pertanian tanpa bakar di lahan gambut. Para akademisi dan peneliti ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu lingkungan dan pertanian perlu mengembangkan pendekatan transdisiplin guna penajaman konsep ini dan aplikasinya. Kementerian/lembaga terkait perlu menyusun strategi bersama untuk menyelaraskan aspek penegakan hukum dan pemberdayaan hukum terkait karhutla.

Prinsip keberlanjutan diintegrasikan dalam kebijakan hukum untuk melindungi ekosistem gambut di indonesia
Upaya penegakan hukum dalam pelindungan kawasan hutan dan lahan gambut khususnya upaya pencegahan kebakaran pada akhirnya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem gambut itu sendiri yang sangat penting karena memiliki fungsi yang banyak bagi kenyamanan hidup manusia, flora dan fauna. Untuk itu penegakan hukum yang kuat memang sangat diperlukan dalam penerapannya di lapangan seperti yang dijelaskan nisa & suharno (2020) bahwa betapa pentingnya penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam kasus kebakaran hutan ini perlu adanya keseimbangan yang terjalin dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dimana nantinya akan dapat terbentuk suatu komponen-komponen yang sangat harmonis.
Upaya stabilitas terhadap keseimbangan, kesejahteraan, dan keselarasan akan sangat bergantung kepada manusia. Hal ini terjadi karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat dominan dalam mempengaruhi lingkungan untuk menjadi lebih baik. Dimana diantara manusia dan lingkungan itu akan saling berpengaruh satu sama lain. Salah satu cara yang terpenting dan paling berpengaruh adalah dengan penegakan hukum yang kuat agar tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dapat teratasi secara nyata. Selain itu penerapan prinsip pemulihan restorasi gambut sangat diperlukan untuk mewujudkan kerlanjutan hutan dan lahan gambut, kebijakan hukum mengutamakan prinsip keberlanjutan dengan mengintegrasikan pendekatan pemulihan (restorasi) pada lahan gambut yang rusak. Melalui badan restorasi gambut (brg), indonesia menjalankan program restorasi pada jutaan hektare gambut yang terdegradasi. Hal ini dilakukan dengan cara rewetting atau pembasahan kembali gambut yang kering, revegetation yaitu penanaman kembali vegetasi asli serta revitalization yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (peraturan presiden nomor 120 tahun 2020 tentang badan restorasi gambut dan mangrove-BRG).

Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian literature untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan gambut di indonesia
Penguatan regulasi terkait perlindungan gambut, dengan adanya aturan yang ketat terkait larangan aktivitas komersial pada lahan gambut dan pemerintah harus bisa memastikan kepatuhan masyarakat terhafdap regulasi yang ada dan melakukan kewajiban restorasi pada lahan gambut yang sudah mengalami kerusakan serta membrikan sanksi yang tegas dan pengawasan yang lebih kepada siapa pun itu juga yang paling penting adalah adanya koordinasi yang baik antar pihak lintas sektro dalam menghindari konflik kepentingan. Berikutnya strategi pencegahan kebakaran, seperti restorasi ekosistem gambut dan patroli lahan dengan membentuk regu patrol yang memiliki kecakapan tinggi dalam pemadaman api dan melibatkan masyarakat local serta pemanfaat teknologi seperti pengunaan drone dan citra satelit untuk mendeteksi titik api yang berpotensi menyebabkan kebakaran, adanya teknologi peringatan dini kebakaran, dan lain sebagainya.
Peningkatan kesadaran masyarakat dan peran serta komunitas lokal yaitu dengan cara mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem gambut untuk menghindari dampak jangka panjang seperti kebakaran dan kerusakan lingkungan, mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan, seperti budidaya tanaman ramah gambut (paludikultur) dan ekowisata memberikan peran lebih besar kepada masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan gambut, karena mereka sering memiliki pengetahuan tradisional yang berharga dan pemberdayaan perempuan dan generasi muda. Langkah selanjutnya yaitu penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan kawasan gambut, inovasi produk berbasis gambut: mengembangkan produk-produk berkelanjutan seperti kompos dari gambut yang rusak tanpa merusak ekosistem lebih kanjut.


Kesimpulan

Dalam analisa kebijakan dan peraturan perundang undangan, kebakaran hutan dan lahan gambut masih sering terjadi di indonesia, menunjukkan kelemahan penegakan hukum meskipun regulasi sudah banyak diterbitkan, seperti uu nomor 32 tahun 2009 dan aturan terkait perlindungan ekosistem gambut. Penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera diperlukan, disertai dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengawasan yang konsisten. Tantangan utama dalam penegakan hukum pada pelanggaran pelaku kebakaran adalah lemahnya regulasi, sanksi yang tidak tegas, minimnya pengawasan di lokasi terpencil, dan konflik kepentingan antar pihak.
Pasca 2015, pendekatan pemerintah mulai mengutamakan pencegahan, seperti menjaga kelembapan gambut dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Selain itu dibutuhkan peran hukum adat dan kearifan lokal berperan penting dalam mendukung regulasi formal, terutama di masyarakat yang hidup berdampingan dengan ekosistem gambut. Namun, pada ekosistem yang rusak, diperlukan pendekatan kearifan lokal baru yang mendukung pengelolaan gambut berkelanjutan, seperti pertanian tanpa bakar. Untuk tercapainya keberlanjutan ekosistem hutan dan lahan gambut kebijakan hukum harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, termasuk restorasi gambut melalui pembasahan kembali (rewetting), revegetasi, dan revitalisasi masyarakat.
Penegakan hukum yang kuat menjadi kunci mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan regulasi, pengawasan, dan sanksi yang tegas diperlukan untuk mencegah aktivitas ilegal di lahan gambut. Strategi seperti restorasi ekosistem, patroli berbasis teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan inovasi produk berbasis gambut menjadi langkah penting untuk melindungi ekosistem gambut secara menyeluruh.
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